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UPA Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung 
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PRAKATA 
 

Buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 

2025-2045 ini menjelaskan tentang daya dukung dan 

daya tampung daerah Kabupaten Tapin, capaian 

indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil 

pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, dan 

rumus alternatif skenario dan rekomendasi pemba-

ngunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB 

pada RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045. Kami 

berusaha menghadirkan analisis yang komprehensif 

dan menyeluruh dengan mengacu pada prinsip-prinsip 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

Buku ini terutama ditujukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Tapin sebagai panduan dalam menyusun 

RPJPD 2025-2045, namun juga relevan untuk kalangan 

luas yang ingin memahami tantangan dan peluang 

pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Melalui 

analisis data dan rekomendasi yang disampaikan, kami 

berharap buku ini dapat menjadi acuan strategis yang 

berharga dalam proses pengambilan keputusan, 

terutama untuk mempertahankan daya dukung lingku-
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ngan hidup agar tetap mampu mendukung aktivitas 

sosial-ekonomi dan pembangunan di masa depan.  

Semoga karya ini memberikan manfaat yang nyata 

dan menjadi bagian dari upaya kolektif kita untuk 

membangun daerah yang lebih baik, serta meng-

inspirasi berbagai pihak untuk terus memperjuangkan 

keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang 

akan datang. 

 

Oktober, 2024 

Penulis 
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SINOPSIS 
 

Penyusunan “KLHS RPJPD  Kabupaten Tapin 

2025-2045” merupakan pelaksanaan amanat Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini menyoroti 

capaian dan tantangan pembangunan daerah selama 

periode RPJPD 2005-2025 dan memperkenalkan 

kerangka strategis untuk RPJPD 2025-2045 yang 

berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). 

Buku ini membahas analisis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan 

pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD 

Kabupaten Tapin 2005-2025, dan rumus alternatif 

skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan 

untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD 

Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mempertimbang-

kan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci 

yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan 

pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi 

capaian TPB hingga 2045 juga disajikan untuk 

memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tapin pada 

masa depan dalam berbagai aspek pembangunan, 
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seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, 

pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. 

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, 

akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen 

terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa 

depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin 

keberlanjutan bagi generasi mendatang. 
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Bab 1 

Pendahuluan 
 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Tapin merupakan salah satu wilayah 

kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi 

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis 

karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer 

yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat 

terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan 

Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu 

gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua 

Enam. 

Pada periode 2005-2025, capaian pembangunan 

Kabupaten Tapin di sisi kesejahteraan penduduk 

menunjukkan kondisi yang membaik [1]. Persentase 

angka kemiskinan mengalami penurunan dari 8,12% 

pada tahun 2005 menjadi 3,60% pada tahun 2021. 

Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan angka 

pengangguran dari 8,52% di tahun 2015 menjadi 4,96 di 

tahun 2021. Sementara itu, pembangunan sumberdaya 

manusia juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke 

tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 

sebesar 64,89 dan naik hampir lima poin menjadi 70,31 
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pada tahun 2021. Peningkatan IPM ini merupakan hasil 

dari peningkatan Usia Harapan Hidup (70,40 di tahun 

2020 menjadi 74,09 di tahun 2021), lama sekolah, serta 

peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan melalui 

peningkatan konsumsi per kapita [2]. 

Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan PDRB tahun 

2021 mencapai 3,41%. Angka tersebut meningkat 

dibanding tahun 2020 (-1,49%) yang terimbas kondisi 

pandemi Covid-19, namun cenderung lebih rendah jika 

dibandingkan dengan tahun 2015 (4,05%). Sementara 

itu, PDB per-kapita Kabupaten Tapin mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan (122,84%). Pada 

tahun 2005  PDB per-kapita tercatat sebesar Rp. 6,38 juta, 

lalu masing-masing meningkat menjadi Rp. 24,12 juta 

pada tahun 2010, Rp. 35,61 juta pada tahun 2015, Rp. 

44,42 juta pada tahun 2020 dan Rp. 47,17 juta pada tahun 

2021. Pencapaian indikator makro tersebut menunjuk-

kan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Tapin 

menunjukkan tren pertumbuhan yang positif [2]. 

Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, pemerin-

tah Kabupaten Tapin melakukan pembuatan KLHS 

untuk RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 sebagai 

wujud komitmen skenario pembangunan berkelanjutan 

20 tahun ke depan. KLHS RPJPD dimaknai sebagai 

analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang 

menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen 

RPJPD. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD 

berpe-doman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(KLHS RPJMD), yang berlaku mutatis mutandis untuk 

pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS 

RPJPD). Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD 

bersifat ex-ante atau dilakukan sebelum perumusan 

kebijakan rencana dan program (KRP), dan menjadi 

satu kesatuan dalam proses pembuatan RPJPD. 

Pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 

dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai 

bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan 

tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 

2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa isu dan 

sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin 2025-2045. 

Tujuan pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 

2025-2045 adalah : 

1) Menganalisis daya dukung dan daya tampung 

daerah Kabupaten Tapin; 

2) Menganalisis capaian indikator tujuan pembangunan 

berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten 

Tapin 2005 – 2025; 

3) Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi 

pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian 

indikator TPB. 
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C. Tahapan Penyelenggaraan KLHS RPJPD 

Mengacu pada Permendagri No. 07 Tahun 2018 

tahapan penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten 

Tapin 2025-2045 sebagai berikut (Gambar  1): 

 
Gambar  1.  Mekanisme pembuatan KLHS RPJMD/RPJPD 

1) Pembentukan tim pembuat KLHS 

Tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025 – 

2045 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tapin No. 

188.45/095/KUM/2023 tentang Pembentukan Kelompok 

Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD 

Kabupaten Tapin. Tim pembuat KLHS RPJPD 

Kabupaten Tapin 2025-2045 dikoordinasi oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin bersama dengan 

Kondisi Umum Daerah

  - Geografis 

  - Demografis

  - Daya dukung dan daya tampung

  - Keuangan daerah

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian Indikator TPB Peran Para Pihak

Perumusan Skenario 

Pembangunan Berkelanjutan

  - Penapisan indikator TPB relevan 

  - Pengumpulan data capaian TPB

  - Rekapitulasi capaian indikator TPB

  - Pencapaian TPB per OPD

  - Proyeksi capaian TPB

  - Identifikasi para pihak 

  - Identifikasi peran para pihak

  - Analisis pembagian peran para pihak

    dalam pencapaian TPB

Gambaran Pencapaian TPB

  - Kondisi pencapaian TPB eksisting 

  - Proyeksi pencapaian TPB tahun 2030

  - Proyeksi pencapaian TPB 20 tahun ke depan

  - Permasalahan pembangunan berkelanjutan

  - Isu strategis pembangunan berkelanjutan 

Konsultasi Publik I

Konsultasi Publik II

Proses

- SK Tim Pembuat KLHS RPJPD 

- Jadwal Kegiatan Pembuatan KLHS RPJPD

Subtansi

  - Isu Strategis 

  - Permasalahan

  - Sasaran Strategis

Pendokumentasian dan Validasi

 - Sasaran strategis pembangunan berkelanjutan 

 - Skenario tanpa Upaya Tambahan

 - Skenario dengan Upaya Tambahan 

 - Rekomendasi 

Pembentukan Tim Pembuat KLHS

Penjaminan Kualitas
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Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten 

Tapin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kabupaten Tapin.  

Anggota tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten 

Tapin 2025-2045 terdiri atas perangkat daerah terkait 

sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam 

pembuatan KLHS RPJPD. Tim pembuat KLHS RPJPD 

Kabupaten Tapin 2025-2045 melibatkan akademisi 

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin No. 600.4.3.2/32-SEK/DLH/ 

2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pembuatan dan 

Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 

2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilaksana-

kan oleh tim pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 

2025-2045 melalui identifikasi, pengumpulan dan 

analisis data yang mencakup: (a) kondisi umum daerah; 

(b) capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelan-

jutan yang relevan, dan (c) pembagian peran antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masya-

rakat, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan 

pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Hasilnya adalah 

gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan 

skenario Pembangunan Berkelanjutan. 

3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan  

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan 

dilaksanakan oleh tim pembuat KLHS RPJPD 

Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mengacu pada hasil 



6 

 

pengkajian pembangunan berkelanjutan dan konsultasi 

publik. Hasil perumusan skenario pembangunan 

berkelanjutan berupa rekomendasi sasaran dan arah 

kebijakan berdasarkan target pencapaian tanpa upaya 

tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.  

Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan 

diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target 

TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah 

melampaui target yang ditetapkan secara nasional. 

Sedangkan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan 

disusun untuk percepatan pencapaian target TPB 

dengan memperhatikan: (a) pencapaian target tanpa 

upaya tambahan, (b) pencapaian target yang ditetapkan 

secara nasional, (c) potensi, daya saing dan inovasi 

daerah, (d) daya dukung dan daya tampung daerah, 

dan (e) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan 

daerah.  

4) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian 

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas 

KLHS secara mandiri untuk memastikan proses 

pembuatan KLHS dan kualitas substansi KLHS. 

Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS 

dibuktikan dengan: (a) ketersediaan surat keputusan 

pembentukan tim pembuat KLHS, (b) jadwal kegiatan 

pembuatan KLHS, (c) berita acara kegiatan yang telah 

dilaksanakan, dan (d) laporan KLHS (laporan induk, 

ringkasan eksekutif dan tapahan proses pembuatan 

KLHS). Penjaminan kualitas substansi KLHS untuk 

memastikan isu strategis, permasalahan, dan sasaran 

strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung 

Pembangunan Berkelanjutan. 
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D. Metodologi Penyusunan KLHS RPJPD 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingku-

ngan Hidup Strategis, sebagai berikut (Gambar  2):  

 
Gambar  2.  Tata Cara Penyelenggaraan KLHS 

1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS 

a. Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi 

Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan 

tahapan: 

 Melakukan identifikasi dan perumusan isu 

Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan 

isu-isu yang paling strategis. 

 Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang 

berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap 

kondisi Lingkungan Hidup untuk menemukan 

dan menentukan  muatan  KRP   yang  harus  
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dianalisis  pengaruhnya  terhadap kondisi 

Lingkungan Hidup. 

 Melakukan analisis pengaruh materi muatan KRP 

terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Analisis 

pengaruh dilakukan dengan cara memperhatikan 

hubungan keterkaitan materi muatan KRP yang 

berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap 

kondisi Lingkungan Hidup dengan isu PB Paling 

Strategis. 

 Melakukan analisis kajian muatan KLHS pada 

setiap materi muatan KRP yang berpengaruh 

terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan 

mempertimbangkan 6 (enam) muatan KLHS: (a) 

daya dukung dan daya tampung Lingkungan 

Hidup, (b) risiko dampak dan kerusakan 

Lingkungan Hidup, (c) kinerja jasa lingkungan, (d) 

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) 

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat 

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Hasil analisis kajian muatan KLHS menjadi dasar 

perumusan alternatif penyempurnaan KRP. 

b. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP 

Alternatif penyempurnaan KRP berupa: (a) peru-

bahan tujuan atau target, (b) perubahan strategi 

pencapaian target, (c) perubahan atau penyesuaian 

ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi 

pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan, (d) 

perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan 

adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan 
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Pembangunan Berkelanjutan, (e) penundaan, 

perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelak-

sanaan, (f) pemberian arahan atau rambu-rambu 

untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi 

ekosistem, dan/atau (g) pemberian arahan atau 

rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkung-

an Hidup. Hasil perumusan alternatif penyem-

purnaan KRP menjadi dasar dalam menyusun 

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kepu-

tusan KRP yang mengintegrasikan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan. 

c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk 

pengambilan keputusan KRP 

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan 

keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan memuat: (a) materi 

perbaikan KRP, dan/atau (b) informasi jenis usaha 

dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya 

dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan 

tidak diperbolehkan lagi. 

2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS 

Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui 

penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk 

memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan 

dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai 

ketentuan. Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS 

serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan 

ke dalam laporan KLHS yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari dokumen KRP. 
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3) Validasi KLHS 

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan 

kualitas dilakukan validasi untuk memastikan 

penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara 

akuntabel dan dapat dipertanggungiawabkan 

kepada publik.  
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Bab 2 

Kondisi Umum Kabupaten Tapin 
 

A. Batas dan Luas Wilayah Administrasi 

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan 

Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan, dan Pulau terletak antara koordinat 2° 

31’ 35,472” sampai 3° 11’ 46” Lintang Selatan dan antara 

114° 47’ 56,969” sampai 115° 30’ 21,992” Bujur Timur 

dengan luas ± 2.155,94 km2 atau sekitar 5,8% dari luas 

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, 

Kabupaten Tapin berada di bagian tengah dari wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi dan kedudukan ini 

sangat strategis, karena dekat dengan Kabupaten Banjar 

(pusat perdagangan dan distribusi Kalimantan Selatan) 

dan Kota Banjarbaru (ibukota dan pusat pemerintahan 

Provinsi Kalimantan Selatan) dan merupakan jalur trans 

Kalimantan. Batas wilayah administrasi Kabupaten 

Tapin adalah sebagai berikut :  

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara; 

2) Sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan 

Kabupaten Banjar (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

46 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan 

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimatan Selatan); 

3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Barito 

Kuala. 
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Secara administratif, Kabupaten Tapin terdiri 12 

Kecamatan, 9 kelurahan, dan 122 desa, sebagaimana 

disajikan pada Tabel  1 dan Gambar  3. 

Tabel  1.  Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tapin 

No Kecamatan Desa  Kelurahan Luas (Km2) % 

1 Binuang 8 3 177.35 8,23 

2 Hatungun 8 - 71.46 3,31 

3 Tapin Selatan 10 1 145.35 6,74 

4 Salam Babaris 6 - 64.33 2,98 

5 Tapin Tengah 17 - 315.61 14,64 

6 Bungur 12 - 87.63 4,06 

7 Piani 8 - 193.87 8,99 

8 Lokpaikat 8 1 98.08 4,55 

9 Tapin Utara 12 4 32.94 1,53 

10 Bakarangan 8 - 70.33 3,26 

11 Candi Laras Selatan 12 - 277.90 12,89 

12 Candi Laras Utara 13 - 621.04 28,81 

  Jumlah 122 9 2,155.94 100 

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 

B. Batas dan Luas Wilayah Fungsional 

Penentuan batas wilayah fungsional (batas ekologi) 

dilakukan berdasarkan batas Daerah Aliran Sungai 

(DAS) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan No. SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/ 

7/2018, dan batas Wilayah Ekoregion sesuai Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8/ 

MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 (Gambar  4). Mengacu 

pada batas DAS, Kabupaten Tapin berada pada DAS 

Barito yang meliputi wilayah ekoregion Dataran Fluvial 

Kuala Kuayan, dan Pegunungan Struktural Meratus.
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Gambar  3.  Peta Administrasi Kabupaten Tapin 
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Gambar  4.  Peta Batas Wilayah Fungsional



15 

C. Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Tapin 

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh 

dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi 

manusia dan keberlangsungan kehidupan. Mengacu 

pada Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya 

Tampung Lingkungan Hidup Daerah [3], jasa ling-

kungan ditentukan berdasakan karakteristik bentang 

alam, vegetasi alami dan penutupan lahan yang ditentu-

kan bobot dan skor masing-masing parameternya. 

Penentuan kinerja jasa lingkungan Kabupaten 

Tapin mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi 

Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi 

RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022). Untuk 

mengetahui kecenderungan perubahan jasa lingku-

ngan, maka pada kajian ini juga disajikan data 

pembanding kondisi jasa lingkungan Kabupaten Tapin 

tahun 2016,  sebagaimana disajikan pada Tabel  2 dan 

Gambar  5. 

Tabel  2.  Jasa Lingkungan Kabupaten Tapin 

Jasa Lingkungan 

Sangat 

Tinggi 

(Km²) 

Tinggi 

(Km²) 

Sedang 

(Km²) 

Rendah 

(Km²) 

Sangat 

Rendah 

(Km²) 

Penyediaan Pangan 32,093 48,64 85,43 49,3 207 

Penyediaan Air Bersih 1,787 39,29 95,80 41,994 36,811 

Pengaturan Kualitas Udara 13,38 24,57 61,402 115,37 951 

Pengaturan Iklim 13,09 34,20 59,094 106,15 3,142 

Pencegahan & Perlindungan 

Terhadap Bencana Alam 
13,39 77,256 9,222 80,835 34,974 

Pengaturan Tata Aliran Air 

dan Banjir 
15,23 61,92 123,822 14,701 - 

Pemurnian Air & 

Pengolahan Air Limbah 
- 12,876 35,868 18,971 148,004 

Sumber : DLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) 
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Gambar  5.  Kecenderungan Perubahan Kondisi Jasa Lingkungan 

Kabupaten Tapin Tahun 2016-2022 

Berdasarkan Gambar  5 diketahui bahwa jasa 

penyediaan pangan, penyediaan air bersih,  pengaturan 

kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan tata aliran 

air dan banjir dan pemurnian air dan pengolahan air 

limba cenderung mengalami penurunan seiring dengan 

penurunan prosentase tingkat jasa lingkungan sangat 

tinggi dan tinggi, serta meningkatnya prosentase jasa 

lingkungan kategori sedang. 

D. Daya Dukung dan Daya Tampung LH 

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur 

kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung 

rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas 

kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. 

Penentuan D3TLH Kabupaten Tapin mengacu pada 

hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung 

Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi 

Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut. 
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1) Daya dukung lahan permukiman 

Daya dukung lahan permukiman didefinisikan 

sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan 

lahan permukiman guna menampung jumlah 

penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal 

secara layak. Penentuan daya dukung lahan 

permukiman (DDLPm) berdasarkan perbandingan luas 

lahan permukiman dengan luas kebutuhan lahan 

permukiman [4]. Semakin tinggi DDLPm maka semakin 

tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan lahan 

permukiman.  

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapin tahun 

2022 sebanyak 194.628 jiwa dan asumsi kebutuhan 

lahan permukiman layak 60 m²/orang maka kebutuhan 

lahan permukiman di Kabupaten Tapin ± 11.677.680 m². 

Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di 

Kabupaten Tapin tahun 2022 seluas ± 34.389.173 m². 

Dengan demikian, DDLPm Kabupaten Tapin tahun 

2022 sebesar 2,9 yang berarti termasuk dalam kategori 

“Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk 

hingga ± 570.012 jiwa. 

2) Daya dukung pangan 

Daya dukung pangan didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas 

pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama 

beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di 

wilayah tersebut. Penentuan daya dukung pangan 

(DDPn) berdasarkan perbandingan jumlah produksi 

dengan jumlah konsumsi beras pada tahun yang sama 

[5]. Semakin tinggi DDPn maka semakin tinggi 

kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan. 
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Dengan jumlah penduduk sebanyak 194.628 jiwa 

dan angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun maka 

jumlah konsumsi beras di Kabupaten Tapin tahun 2022 

sebanyak 24.134 ton. Berdasarkan data BPS, diketahui 

bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Tapin tahun 

2022 sebanyak 104.741,11 ton atau setara dengan 61.975 

ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, 

DDPn Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,57 yang 

berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih 

mencukupi hingga ± 499.089 penduduk. 

3) Daya dukung air 

Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan 

suatu wilayah untuk menyediakan air secara berke-

lanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis 

pemanfaatan. Penentuan daya dukung air (DDA) 

berdasarkan perbandingan jumlah ketersediaan dengan 

jumlah kebutuhan air. Semakin tinggi DDA maka 

semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memenuhi 

kebutuhan air. 

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 

tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung 

Air Nasional, diketahui bahwa 9,13% (19.725 Km²) 

wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah melampaui 

(kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 

sedangkan 90,87% (196.428 Km²) berstatus belum 

melampaui (ketersediaan air lebih besar daripada 

kebutuhan air) sebagaimana disajikan pada Gambar  6.  
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Gambar  6.  Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Tapin
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Sementara itu, mengacu pada hasil studi 

Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya 

Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan 

Selatan (2022) diketahui bahwa 53,08% (114.477 Km²) 

wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah buruk/ 

terlampaui (kebutuhan air lebih besar daripada 

ketersediaan air), 8,11% (17.489 Km²) berstatus sedang/ 

bersyarat (kebutuhan air hampir seimbang dengan 

ketersediaan air), dan 38,81% (83.709 Km²) berstatus 

belum baik/aman (ketersediaan lebih besar daripada 

kebutuhan air). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan 

ketersediaan air di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 

1.722.969.404 m³/tahun dan total kebutuhan air sebesar 

2.175.877.095 m³/tahun (kebutuhan domestik 5.532.670 

m³/tahun dan non-domestik 2.170.344.425 m³/tahun), 

maka DDA Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 0,79 

yang berarti termasuk dalam kategori “buruk/ 

terlampaui” sebagaimana  disajikan pada Gambar  7. 

E. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan 

hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi 

semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup.   Secara umum  

IKLH  Kabupaten Tapin tahun 2018-2022 berada pada 

kategori sedang (Gambar  8). Oleh karena itu, perlu 

adanya kesinambungan upaya untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar tetap 

terjaga dengan baik.
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Gambar  7.  Peta Status Air Kabupaten Tapin 
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Gambar  8.  Tren IKLH Kabupaten Tapin 2018-2022 

F. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Tapin tahun 2018-2022, secara 

umum ekonomi Kabupaten Tapin mengalami 

pertumbuhan positif, walaupun sempat mengalami 

pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi 

Covid-19 (Gambar  9). Pertumbuhan ekonomi ini teru-

tama didorong oleh peningkatan sektor industri 

pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. 

 
Gambar  9.  Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin (%) 
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G. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan 

Salah satu metode yang digunakan untuk mengu-

kur keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan adalah 

dengan analisis kuadran melalui tipologi Klassen [6] 

yang ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi 

dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan 

diselaraskan dengan kelestarian lingkungan [7]. 

Pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan 

pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), 

sedangkan perubahan kondisi lingkungan ditentukan 

berdasarkan perubahan nilai Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). 

Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Tapin 

tahun 2022 sebesar 6.898,88 miliar atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,91% [2]. Berdasarkan data DLH 

Provinsi Kalimantan Selatan (2023), nilai IKLH 

Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah 63,58 dan pada 

tahun 2022 adalah 65,25 (Δ IKLH = 1,67). Nilai Indeks 

Kualitas Udara (IKU) 92,02 pada tahun dan naik 

menjadi 92,05 pada tahun 2022 (Δ IKU = 0,03). Kondisi 

yang sama juga terjadi pada kualitas air, dengan nilai 

Indeks Kualitas Air (IKA) 52,80 pada tahun 2021 dan 

naik menjadi 56,84 pada tahun 2022 (Δ IKA = 4,04). 

Sementara itu, nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) 29,50 

pada tahun 2021 dan naik menjadi 30,09 pada tahun 

2022 (Δ IKL = 0,59). Hasil analisis kuadran pemba-

ngunan berkelanjutan disajikan pada Gambar  10. 
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Gambar  10.   Kuadran Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten 

TapinTahun 2022  

Posisi  Kabupaten Tapin berada di Kuadran I, yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 

2022 (4,91%) masih dapat didukung sesuai kapasitas 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Δ 

IKLH = 1,67). Dalam konteks pembangunan berke-

lanjutan, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten 

Tapin dapat menjaga keseimbangan antara pertumbu-

han ekonomi dan pelestarian lingkungan. 

H. Ringkasan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-

2025, visi pembangunan jangka panjang daerah 

Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 adalah “Tapin  yang 

religius dan sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut, 

pembangunan Kabupaten Tapin dilakukan berdasarkan 

lima misi, sebagai berikut: 



25 

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tapin yang religius, 

berakhlak dan berbudaya 

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin 

yang berdaya saing 

Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang 

sejahtera, mandiri dan berkelanjutan 

Misi 4 : Mewujudkan ketersediaan infrastruktur di 

berbagai bidang dan kawasan 

Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 

bersih dan berwibawa (good governance) 

Tujuan, sasaran dan indikator pencapaian kinerja 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin tahun 

2005-2025 disajikan pada Tabel  3. Selanjutnya masing-

masing sasaran ditentukan arah, tahapan dan prioritas 

pembangunan sebagai pedoman pemerintah daerah 

dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, 

sebagaimana disajikan pada Tabel  4.
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Tabel  3.  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 

Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator 

Visi: Tapin yang religius dan sejahtera   

Misi 1: Mewujudkan 

masyarakat Tapin yang 

religius, berakhlak dan 

berbudaya 

1. Meningkatkan 

penghayatan dan 

pengalaman agama 

dalam manifestasi etos 

dan budaya kerja serta 

perilaku akhlak mulia 

dalam tatanan sosial 

Peningkatan kualitas 

pembelajaran, penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai 

agama, moral dan budaya 

yang dianut, tumbuh dan 

berkembang di masyarakat 

a. Keterpenuhan sarana peribadahan yang di tandai oleh rasio tempat 

ibadah dengan penduduk yang semakin memadai 

b. Meningkatnya jemaah masjid, majelis ta’lim, jemaah haji  

c. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan agama dan pengkajian 

d. Meningkatnya toleransi antar umat beragama 

e. Meningkatnya manifestasi perilaku akhlak mulia dan kebajikan sosial 

dalam masyarakat 

Misi 2: Mewujudkan 

sumber daya manusia tapin 

yang berdaya saing 

2. Tercapainya IPM 

Kabupaten Tapin pada 

posisi sejajar dengan 

Kabupaten dan Kota maju 

di Kalimantan Selatan 

Peningkatan kualitas mutu 

pendidikan, keterampilan, 

kesehatan, dan berbasis 

terhadap ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

a. Angka melek huruf mencapai di atas 97 % 

b. Rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 12 tahun 

c. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru, dan 

murid berada pada posisi sejajar dengan kabupaten/kota yang maju di 

Kalimantan Selatan 

d. AHH di atas/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan 

e. AKB,AKI melahirkan terus mengalami penurunan dan berada di 

bawah/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan 

f. Rasio Posyandu/satuan balita, rasio puskesmas/pustu per satuan 

penduduk, Rasio rumah sakit/satuan penduduk, rasio dokter/ satuan 

penduduk, rasio tenaga medis/ satuan penduduk berada sejajar dengan 

kabupaten/kota yang maju di Kalimantan Selatan 

g. DBM minimal sama dengan/mendekati rata-rata DBM masyarakat 

propinsi Kalsel 

Misi 3: Mewujudkan 

Perekononian Daerah yang 

Sejahtera, Mandiri dan 

Berkelanjutan 

3. Tercapainya kesejahteraan 

ekonomi dan kesejahtera-

an sosial masyarakat Kab. 

Tapin pada posisi sejajar 

dengan Kabupaten dan 

Kota yang maju di KalSel 

Pengembangan perekono-

mian berbasis kerakyatan 

yang didukung oleh SDA 

yang tersedia serta peman-

faatan ilmu pengetahuan 

dan  teknologi  yang  didu- 

kung SDM yang handal 

a. Struktur Perekonomian semakin bergeser dari dominasi sektor pertanian 

ke dominasi sektor non pertanian baik dalam kontribusi nilai PDRB 

maupun dalam penyerapan tenaga kerja 

b. Pertumbuhan ekononomi/ pertumbuhan PDRB di atas/mendekati rata-

rata propinsi Kalimantan Selatan 

c. Pendapatan perkapita /nilai PDRB perkapita minimal sama dengan/ 

mendekati rata-rata Kalimantan Selatan 
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Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator 

   d. Laju Inflasi di bawah rata-rata laju inflasi Nasional 

e. Indeks gini distribusi pendapatan minimal sama dengan/ mendekati rata-

rata Kalimantan Selatan 

f. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan lebih rendah dari/ 

mendekati rata-rata Kalimantan Selatan 

g. Persentase penduduk bekerja/ tidak menganggur di atas 90 % dan angka 

partisipasi kerja semakin meningkat 

h. Persentase pennyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani di 

atas rata-rata Kalimantan Selatan/ semakin meningkat 

i. Kegiatan kepemudaan, olah raga dan seni budaya semakin berkembang 

j. Kesetaraan gender, partisipasi perempuan dan pengambilan kebijakan dan 

manajemen pembangunan serta perlindungan anak 

k. Penurunan angka KDRT terus membaik di atas rata-rata propinsi 

Kalimantan Selatan 

Misi 4: Mewujudkan 

ketersediaan infrastruktur 

diberbagai bidang dan 

kawasan 

4. Terjaminnya kelestarian 

lingkungan dan 

keberlanjutan SDA 

Kabupaten Tapin secara 

sejajar dengan Kabupaten 

dan Kota yang maju di 

Kalimantan Selatan 

Peningkatan ketersediaan 

dan pemeliharaan jaringan 

infrastruktur, peningkatan 

prasarana kawasan rantau 

baru, margasari baru, 

binuang baru yang dapat 

memberikan kelancaran dan 

kenyamanan dalam 

melakukan aktifitas 

perekonomian, pergerakan 

orang, barang dan jasa 

a. Semakin optimalnya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW, 

terpeliharanya proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, rasio 

RTH per satuan luas wilayah yang ideal, rasio bangunan yang memiliki 

IMB per jumlah bangunan yang semakin kuat, luas wilayah perkotaan 

yang semakin proporsional, luas wilayah industri/kawasan ekonomi 

khusus yang semakin proporsional, luas wilayah kebanjiran & kekeringan 

yang semakin berkurang 

b. Terwujudnya pengembangan dan peningkatan kawasan rantau baru, 

margasari dan binuang baru 

c. Semakin optimalnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan yang 

ditandai oleh tingkat pencemaran yang terjaga pada ambang toleransi dan 

luas lahan kritis yang semakin berkurang atau minimal tidak bertambah 

d. Tertanganinya dampak bencana alam dan perubahan iklim dengan baik 

e. Aksesibilitas daerah meningkat signifikan melalui keterpatuhan sarana-

prasarana transportasi darat yang menjangkau seluruh desa/kelurahan, 

dilihat dari perbaikan dalam rasio panjang jalan per jumlah kendaraan,  
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Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator 

   proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik, jumlah orang/ 

barang yang terangkut angkutan umum 

f. Berkembangnya fasilitas wilayah dilihat dari fasilitas perekonomian dan 

fasilitas publik 

g. Iklim berinvestasi yang kondusif bagi penanaman modal baik PMA 

maupun PMDN 

Misi 5: Mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik, 

bersih dan berwibawa 

5. Terwujudnya pelayanan 

umum yang efektif-efisien 

dan memuaskan 

masyarakat seiring 

dengan peningkatan 

kualitas SDM dan 

penguatan kelembagaan 

pemerintahan 

Peningkatan penerapan 

kepastian hukum ditengah 

masyarakat, peningkatan 

penerapan disiplin, 

perbaikan tata pemerintahan 

dan gerakan sadar hukum 

dimasyarakat 

a. Meningkatnya kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mampu merespons 

dinamika lingkungan strategis 

b. Semakin efektif dan efisiennya sistem pelayanan yang berbasis teknologi 

informasi dan menjangkau seluruh wilayah 

c. Meningkatnya kinerja hasil layanan dan kepuasan masyarakat serta 

pelaku usaha pada berbagai bidang pelayanan yang dapat dilihat dari 

IKM 

d. Semakin meningkatnya kualitas SDM pemerintah yang sesuai tuntutan 

tugas pokok dan fungsinya 

e. Meningkatnya apaatur pemerintah daerah yang profesional, bertanggung 

jawab dan berwibawa 

f. Meningkatnya penegakan dan penerapan kepastian hukum ditengah 

masyarakat 
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Tabel  4.  Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 
Prioritas /Tujuan/ 

Sasaran 

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 

Prioritas Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Tapin 

Penataan kelembagaan 

pemerintah guna meletakkan 

landasan bagi terselenggaranya 

pemerintahan yang baik dan 

pelayanan yang memuaskan, 

serta perwujudan daya saing 

perekonomian sebagai landasan 

bagi akselerasi pertumbuhan 

Peningkatan akselerasi 

pengembangan sumberdaya 

manusia, pengembangan 

agribisnis berbasis ekonomi 

kerakyatan yang bertumpu di 

desa, dan pengembangan 

infrastruktur wilayah 

Pemantapan pembangunan 

SDM menjadi peningkatan 

kualitas manusia guna 

mendukung kemajuan daerah 

Peningkatan kualitas manusia 

yang telah dicapai melalui tiga 

periode sebelumnya 

diorientasikan untuk terciptanya 

tatanan yang membuka ruang 

bagi warganya untuk 

mengembangkan pilihan-pilihan 

dalam kehidupannya serta 

menyuarakan secara demokratis 

pilihan-pilihan tersebut 

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya 

Semakin mantapnya 

penghayatan dan 

pengamalan agama serta 

semakin berfungsinya nilai 

dan ajaran agama dalam 

manifestasi etos dan budaya 

kerja serta perilaku akhlak 

mulia dalam tatanan sosial 

1) Penghayatan dan 

pengamalan ajaran agama 

khususnya agama islam 

yang tidak hanya 

termanifestasikan dalam 

ritual ibadah tetapi juga 

menjelma sebagai landasan 

perilaku dan tindakan sosial 

masyarakat 

2) Toleransi beragama 

diharapkan semakin terjaga 

dan sarana beribadah 

tercukupi 

1) Semaraknya pendidikan 

anak usia dini dan agama 

2) Rasio tempat ibadah 

persatuan penduduk 

meningkat 

3) Guru dan tempat belajar 

mengaji bagi anak usia dini 

meningkat 

4) Kelompok majelis taklim 

meningkat 

5) Jemaah masjid meningkat 

6) Penyelenggaraan haji 

terkelola semakin baik 

Pencapaian dalam keterpenuhan 

sarana peribadahan, pendidikan 

keagamaan,penyelenggar aan 

ibadah, manifestasi ajaran 

agama sebagai etos kerja serta 

manifestasi ajaran agama dalam 

perilaku akhlak mulia semakin 

meningkat 

1) Pemahaman dan 

pengamalan agama yang 

semakin terpatrikan dalam 

etika kerja, etika usaha, etika 

birokrasi dan etika 

kehidupan secara umum  

2) Berkembangnya kualitas 

akhlak mulia setiap unsur 

tatanan Kabupaten Tapin 
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Prioritas /Tujuan/ 

Sasaran 

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing 

Peningkatan kualitas 

manusia merupakan muara 

dari pencapaian seluruh 

upaya pembangunan, 

kualitas manusia menjadi 

prioritas utama karena 

terkait langsung dengan 

pelaku sekaligus penerima 

manfaat pembangunan 

1) Peningkatan kualitas SDM 

dari segi pendidikan dan 

kesehatan 

2) Pembangunan sarana dan 

prasarana infrastruktur 

3) Penataan lingkungan yang 

kondusif bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 

4) Perbaikan sistem pelayanan 

publik 

5) IPM 76 

6) Wajar 9 tahun 

7) Usia Harapan Hidup 64 

tahun 

8) Turunnya angka kematian 

Ibu dan Ana 

1) Pemberantasan buta-huruf 

dituntaskan  

2) Angka putus sekolah ditekan 

3) Kualitas guru dan proses 

belajar mengajar diperbaiki 

4) Pengembangan pendidikan 

tinggi 

5) Meningkatkan IPM 76,50 

6) Meningkatkan Wajar 12 

tahun  

7) Usia Harapan Hidup 66 

tahun 

1) Meningkatkan IPM 77 

2) Meningkatkan Wajar 12 

tahun 

3) Meningkatkan Usia Harapan 

Hidup 68 tahun 

1) Peningkatan pencapaian 

dalam peningkatan kualitas 

pelayanan 

2) Kualitas pendidikan, 

kesehatan, dan daya beli 

masyarakat telah mengalami 

akselerasi untuk 

pemanusiaan manusia itu 

sendiri 

 

Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan 

Peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan 
1) Kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB 48,39 % 

2) Kontribusi sektor manu-

faktur terhdap PDRB 16,66 % 

3) Kontribusi sektor keuangan, 

persewaan & jasa terhadap 

PDRB 15 % 

4) Penyerapan TK sektor 

pertanian 50 % 

1) Penanggulangan kemiskinan 

sesuai dengan target MDG’s 

2) Pembangunan agribisnis 

difokuskan pada terbangun 

nya desa-desa sebagai basis 

peningkatan produksi 

pertanian dalam arti luas 

3) Kontribusi sekor pertanian 

terhadap PDRB 8,35% 

1) Pemantapan sistem 

agribisnis yang 

menghubungkan ibu kota 

kecamatan dengan desadesa 

sekitarnya kearah 

terpenuhinya unsur-unsur 

sebagai kawasan agropolitan 

2) Interkonektifitas antara 

kegiatan produksi pertanian 

1) Terbentuknya kawasan 

Agropolitan 

2) Kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB 10 % 

3) Kontibusi sektor manufaktur 

terhadap PDRB 12 % 

4) Kontribusi sektor Keu, sewa 

dan jasa terhadap PDRB 24% 
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Prioritas /Tujuan/ 

Sasaran 

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 

5) Penyerapan TK sektor 

manufaktur dan jasa 43 % 

6) PDRB ADHB Rp 1.163.552 

(juta) 

7) PDRB perkapita ADHB Rp 

7.528.940 

4) Kontribusi Sektor 

manufaktur terhadap PDRB 

12% 

5) Kontribusi sektor jasa-jasa 

terhadap PDRB 10 % 

6) PDRB ADHB Rp 2.193.617 

(juta) 

7) LPE 4,48% 

8) PDRB perkapita Rp 6.833.630 

9) Angka pengangguran 7% 

dalam arti luas dengan ibu 

kota kecamatan sebagai 

terminal pemasaran hasil 

agribisnis 

3) Kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB 10 % 

4) Kontribusi sektor 

manufaktur terhadap PDRB 

12 % 

5) Sektor keuangan, persewaan 

& jasa 21% 

6) Penyerapan TK sektor 

pertanian 40 % 

7) Penyerapan TK sektor 

lainnya 60 % 

8) PDRB ADHB Rp 7.549.606 

(juta) 

9) PDRB Perkapita Rp 7.932.340 

10) LPE 4,66 % 

11) Kemiskinan 5 % 

12) Pengangguran 6 % 

5) PDRB ADHB Rp 14.764.180 

(juta) 

6) PDRB ADHK Rp 9.365.050 

7) LPE 4,48 % 

Misi 4 : Mewujudkan ketersediaan infrastruktur 

Peningkatan pengembangan 

wilayah dan tata ruang yang 

disertai kelestarian 

lingkungan dan sumber 

daya alam, 

1) Tersedianya infrastruktur 

jalan dan jembatan 

2) Penetapan Perda RTRW 

3) Terbangun dan 

terpeliharanya sarana dan 

prasarana Rantau Baru 

1) Pengembangan infrastruktur 

fasilitas wilayah 

2) Tata ruang wilayah dipatuhi 

sebagai acuan dalam 

penggunaan ruang 

1) Peningkatan infrastruktur 

fasilitas wilayah (transfortasi, 

komunikasi dan informasi, 

listrikl dan air bersih) 

2) Terbangun kawasan 

margasari baru 

1) Tertatanya ruang wilayah 

secara konsisten dengan 

RTRW 

2) Infrastruktur wilayah 

mencapai optimalisasi 

kemanfaatan 
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Prioritas /Tujuan/ 

Sasaran 

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 

3) Perencanaan pengembangan 

kawasan margasari baru 

3) Pengembangan kawasan 

binuang baru 

3) Kabupaten Tapin memiliki 

tiga kawasan strategis 

(rantau baru, margasari baru, 

binuang baru) 

Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) 

Terwujudnya pelayanan 

umum yang efektif - efisien 

dan memuaskan masyarakat 

seiring dengan peningkatan 

kualitas SDM dan 

penguatan kelembagaan 

pemerintah daerah 

1) Pemantapan kelembagaan 

pemerintah 

2) Peningkatan SDM 

3) Perbaikan sistem pelayanan 

publik 

1) Sistem pelayanan yang 

memuaskan 

2) Pelayanan perizinan 

investasi yang baik 

3) Implementasi perda yang 

mendukung investasi 

Pembangunan SDM menjadi 

peningkatan kualitas manusia 

Pelayanan prima 

1) Tingkat kepuasan masyarkat 

tinggi 

2) Standar pelayanan prima 

(pendidikan,kesehatan, 

administrasi kependudukan 

administrasi perizinan) 

3) SDM dan kelembagaan 

pemerintah dalam kinerja 

optimum 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Bab 3 

Capaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Kabupaten Tapin 
 

A. Penapisan Indikator TPB yang Relevan 

Penapisan indikator TPB yang relevan di Kabu-

paten Tapin mengacu pada Peraturan Presiden No. 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Metadata Indikator TPB Edisi 1. Dari 220 

indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, 

terdapat 197 indikator TPB yang relevan di Kabupaten 

Tapin ditambah 1 indikator khas kabupaten (indikator 

2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan) sebagaimana disajikan pada Tabel  5, 

sedangkan justifikasi indikator yang tidak relevan 

disajikan pada Tabel  6. 

Tabel  5.  Jumlah Indikator TPB yang Relevan di Kabupaten Tapin 
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Tabel  6.  Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan di Kabupaten Tapin 
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B. Analisis Capaian Indikator TPB 

Analisis capaian indikator TPB Kabupaten Tapin 

dilakukan dengan membandingkan data capaian 

indikator TPB tahun  2012-2022  terhadap  target  sasa-

ran TPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

No. 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB yang belum 

ditentukan targetnya dalam Peraturan Presiden No. 59 

Tahun  2017, maka target sasaran TPB akan mengguna-

kan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022. Sementara 

itu, untuk indikator TPB yang belum ditentukan 

targetnya dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun  2017 

maupun Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022, maka 

capaian indikator TPB ditentukan secara kualitatif.  

Pada kajian KLHS ini hasil analisis capaian TPB 

diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu : 

1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah 

mencapai target (SS) 

2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum 

mencapai target (SB) 

3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum 

mencapai target (BB) 

4) Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA) 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 198 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin 

terdapat sebanyak 100 indikator TPB (50,51%) mencapai 

target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai 

target, 40 indikator TPB (20,20%) tidak/belum ada data 

dan tidak ada indikator TPB (0%) yang belum 

dilaksanakan dan belum mencapai target (Gambar  11). 
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Gambar  11.  Status Capaian Indikator TPB tahun 2022 

C. Proyeksi Capaian Indikator TPB 

Proyeksi capaian masing-masing indikator TPB 

dilakukan untuk memperkirakan capaian indikator TPB 

pada tahun 2025-2045. Proyeksi ditentukan berdasar-

kan baseline data capaian TPB Kabupaten Tapin tahun 

2012-2022 dan perhitungan tren pertumbuhannya 

dengan laju perubahan business as usual (BAU) atau laju 

pertumbuhan umum. Analisis proyeksi capaian 

indikator TPB Kabupaten Tapin dilakukan dengan 

membandingkan data proyeksi capaian indikator TPB 

tahun 2030 terhadap target sasaran TPB pada Peta Jalan 

TPB 2023-2030, Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 

atau Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Sementara 

itu, untuk analisis proyeksi capaian indikator TPB tahun 

2045 menggunakan target sasaran TPB pada RPJPN 

2025-2045, Peta Jalan TPB 2023-2030, Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2022 atau Peraturan Presiden No. 59 

Tahun 2017. Untuk indikator TPB yang belum 

ditentukan targetnya, maka capaian indikator TPB 

ditentukan secara kualitatif (perlu peningkatan atau 

perlu penurunan). 
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Hasil proyeksi capaian indikator TPB yang relevan 

di Kabupaten Tapin pada tahun 2030 menunjukkan 

bahwa terdapat 97 indikator TPB (48,99%) yang pada 

tahun 2022 mencapai target dan tetap mencapai target 

pada tahun 2030, 3 indikator TPB (1,51%) yang pada 

tahun 2022 mencapai target menjadi belum mencapai 

target pada tahun 2030, 58 indikator TPB (29,29%) yang 

pada tahun 2022 belum mencapai target dan tetap 

belum mencapai target pada tahun 2030, dan 40 

indikator TPB (20,20%) yang pada tahun 2022 dan 2030 

tidak/belum ada data (Gambar  12).  

 
Gambar  12.  Proyeksi Status Capaian Indikator TPB tahun 2030 dan 2045 

Sementara itu, hasil proyeksi capaian indikator TPB 

tahun 2045 menunjukkan bahwa terdapat 100 indikator 

TPB (50,51%) yang pada 2022 mencapai target dan tetap 

mencapai target pada 2045, 4 indikator TPB (2,02%) 

yang pada 2022 belum mencapai target menjadi menca-

pai target pada 2045, 54 indikator TPB (27,27%) yang 

pada 2022 belum mencapai target dan tetap belum 

mencapai target pada 2045, dan 40 indikator TPB 

(20,20%) yang pada 2045 tidak/belum ada data. 
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D. Rekapitulasi Data Capaian Indikator TPB 

1) Pilar Pembangunan Sosial 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang 

relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 51 

indikator TPB (53,13%) mencapai target, 32 indikator 

TPB (33,33%) belum mencapai target, dan 13 indikator 

TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Selanjutnya 

berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui 

bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 48 indikator 

TPB (50%) mencapai target, 35 indikator TPB (36,46%) 

belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) 

tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 

terdapat sebanyak 53 indikator TPB (55,21%) mencapai 

target, 30 indikator TPB (31,25%) belum mencapai 

target, dan 13 indikator TPB (13,54%) tidak/belum ada 

data. Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar 

Pembangunan Sosial tahun 2022, dan proyeksi tahun 

2030 dan 2045 disajikan pada Gambar  13. 

 
Gambar  13.  Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial  
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2) Pilar Pembangunan Ekonomi 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi 

yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 23 

indikator TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB 

(36%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil 

proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada 2030 

terdapat  sebanyak  23  indikator  TPB  (46%)  mencapai 

target, 18 indikator TPB (36%) belum mencapai target, 

dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. 

Sedangkan pada tahun 2045 terdapat sebanyak 25 

indikator TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB 

(32%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) 

tidak/belum ada data.Perbandingan status capaian 

Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi tahun 2022, 

dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada 

Gambar  14. 

 
Gambar  14.  Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi 
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3) Pilar Pembangunan Lingkungan 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan 

yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat sebanyak 13 

indikator TPB (41,94%) mencapai target, 5 indikator TPB 

(16,13%) belum mencapai target dan 13 indikator TPB 

(41,94%) tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan 

hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada 

tahun 2030 dan 2045 terdapat sebanyak 13 indikator TPB 

(41,94%) mencapai target, 5 indikator TPB (16,13%) 

belum mencapai target, dan 13 indikator TPB (41,94%) 

tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian 

Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan tahun 

2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada 

Gambar  15. 

 
Gambar  15.  Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan 

4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

terdapat sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) mencapai 

target, 3 indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, 

dan 5 indikator TPB (23,81%) tidak/belum ada data. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-

2045, diketahui bahwa pada 2030 dan 2045 terdapat 

sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) mencapai target, 3 

indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 5 

indikator TPB (23,81%) tidak/belum ada data. Perban-

dingan status capaian Indikator TPB Pilar Pembangu-

nan Hukum dan Tata Kelola tahun 2022, dan proyeksi 

tahun 2030 dan 2045 disajikan pada Gambar  16.  

 
Gambar  16.   Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan 

Hukum dan Tata Kelola 
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Bab 4 

Perumusan Isu Pembangunan 

Berkelanjutan Strategis 
 

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan 

berkelanjutan dilakukan melalui proses sintesa isu 

strategis dari berbagai sumber (Gambar  17) untuk 

menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan (PB) 

strategis. Selanjutnya isu prioritas pembangunan 

berkelanjutan dilakukan dengan Teknik Pemodelan 

Interpretasi Struktural (Interpretative Structural 

Modelling/ISM). 

 
Gambar  17. Sintesa Isu Strategis  

A. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB 

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan capaian indikator TPB 

mengacu pada hasil proyeksi tahun 2030 dan 2045 

(terutama indikator TPB dengan status belum mencapai 

target [SB], belum dilaksanakan [BB] dan tidak/belum 

ada data [NA]) yang diinteraksikan dengan 6 muatan 
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KLHS, karakteristik wilayah dan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). Selanjutnya, permasalahan 

yang mengemuka dikelompokkan sehingga menghasil-

kan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan 

capaian TPB, sebagaimana disajikan pada Tabel  7. 

Tabel  7.  Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB  

Permasalahan Isu Strategis  

 Masih tingginya kasus komplikasi kehamilan 

 Masih tingginya persalinan non nakes dan di luar faskes 

 Masih terbatasnya layanan konseling konstrasepsi dan 

kesehatan reproduksi 

 Masih terbatasnya layanan konseling UBM (upaya berhenti 

merokok) 

 Keterbatasan aksesibilitas wilayah menyebabkan 

meningkatnya unmet need pelayanan kesehatan 

 Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan 

yang memberikan pelayanan persalinan 

 Terbatasnya akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan 

terlatih yang memberikan pelayanan persalinan 

Layanan kesehatan 

 Terbatasnya tenaga pendidik yang bekualitas 

 Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan 

akademik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan target yang 

ditetapkan 

 Belum meratanya distribusi tenaga pendidik 

 Terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan menengah 

 Terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

Layanan pendidikan 

 Terbatasnya infrastruktur jaringan internet 

 Terbatasnya infrastruktur jaringan mobile broadband 

 Terbatasnya infrastruktur penunjang industri manufaktur 

 Terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata  

 Terbatasnya sarana dan prasarana Poskesdes untuk 

pertolongan persalinan 

 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Pendidikan 

 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

publik 

Ketersediaan sarana 

prasarana/ infrastruk-

tur daerah 

 Iklim investasi yang kurang kondusif  

 Terbatasnya inovasi dan teknologi pengembangan industri 

manufaktur 

 Masih terbatasnya produk wisata 

Ketergantungan 

perekonomian daerah 

pada pemanfaatan 

sumber daya lahan 

 Meningkatnya pencemaran perairan sumber air baku 

menyebabkan peningkatan biaya pengolahan air minum 

Pencemaran perairan 

sumber air baku 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Alih fungi lahan pertanian menjadi non pertanian 

 Belum dilakukannya penetapan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B) 

Alih fungsi lahan 

pertanian 

 Risiko bencana di Kab. Tapin terutama banjir, kebakaran lahan 

dan kekeringan, serta potensi risiko bencana gempa bumi 

 Faktor risiko tinggi terutama karena permukiman penduduk 

sebagian besar berada pada wilayah rawan bencana 

 Gagal panen pertanian padi akibat perubahan iklim 

Ketahanan terhadap 

dampak bencana dan 

perubahan iklim 

 Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk dapat 

memberikan jaminan sosial sesuai dengan target yang 

ditetapkan 

 Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk 

meningkatkan fasilitas sekolah sesuai dengan target yang 

ditetapkan  

 Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk 

meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan target yang 

ditetapkan 

 Dominasi usaha sektor informal yang tidak wajib pajak dan 

menyebabkan terbatasnya pendapatan daerah dari sektor pajak  

Kemampuan keuangan 

daerah 

 Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelayanan publik 

 Masih belum meratanya pemahaman standar pelayanan publik 

Sumberdaya manusia 

dan ketenagakerjaan 

 Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk 

mendukung sektor industri manufaktur 

 Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk 

mendukung pengembangan sektor pariwisata 

 Terbatasnya lapangan kerja formal karena dominasi usaha 

sektor informal dalam perekonomian Kab. Tapin 

 Terbatasnya lapangan kerja sektor industri manufaktur 

 Terbatasnya akses informasi tentang sertifikasi pendidik, 

terutama bagi guru di wilayah yang jauh dari ibukota 

kabupaten 

 Keterampilan yang dimiliki angkatan kerja tidak selalu sesuai 

dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor formal 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah pekerja  

industri pariwisata 

 

 Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat (orang 

tua) tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi anak usia 12-

23 bulan 

 Masih rendahnya pemahaman masyarakat (orang tua) tentang 

pentingnya kecukupan gizi pada balita 

 Masih adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap 

program imunisasi bagi anak usia 12-23 bulan  

Pengetahuan dan daya 

saing masyarakat 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Masih adanya penolakan/keengganan sebagian masyarakat 

terhadap penggunaan alat kontrasepsi 

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat (terutama ibu hamil) 

untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin 

 Masih adanya kepercayaan di sebagian masyarakat yang turun 

temurun dan merasa nyaman ditolong oleh DK (Dukun 

Kampung) 

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya 

merokok 

 Masih adanya keengganan masyarakat untuk menyekolahkan 

anak perempuan hingga tingkat pendidikan menengah atau 

lebih tinggi 

 Biaya layanan air minum tidak dapat dijangkau oleh sebagian 

kelompok masyarakat 

 Biaya layanan sanitasi tidak dapat dijangkau oleh sebagian 

kelompok masyarakat 

 Semakin meningkatnya harga hunian layak yang tidak dapat 

dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat  

 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hunian 

yang layak 

 Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap standar 

pelayanan publik 

 Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak 

 Harga pangan untuk memenuhi kriteria makanan sehat dan 

bergizi tidak dapat dijangkau oleh sebagian kelompok 

Masyarakat 

 Stigma masyarakat terhadap pekerjaan manufaktur sebagai 

pekerja kasar dan tidak bergengsi 

 Biaya layanan mobile broadband  yang mahal dan tidak dapat 

dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat  

 Biaya layanan internet  yang mahal dan tidak dapat dijangkau 

oleh sebagian kelompok Masyarakat  

 Masih terbatasnya akses literasi digital masyarakat 

 

 Belum terdatanya siswa yang bersekolah setingkat SMP pada 

lembaga pendidikan non formal (terutama Pesantren) 

 Belum adanya kegiatan pendataan unmet need pelayanan 

kesehatan pada setiap kecamatan dan/atau puskesmas 

 Belum adanya kegiatan skrining/pemeriksaan filariasis pada 

penduduk di setiap kecamatan 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah perempuan yang 

membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, 

penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi 

Tata Kelola 

Pemerintahan 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Belum optimalnya komitmen lintas program dan lintas sektor 

dalam mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkoba 

 Belum dilakukan pendataan anak umur 1-17 tahun yang 

mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah penduduk yang 

hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan 

 Belum adanya kegiatan pendataan rumah tangga yang 

memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air 

 Belum ada program insentif penghematan air pertanian/ 

perkebunan dan industri 

 Belum adanya kegiatan pendataan nilai tambah industri kecil 

terhadap sektor industri 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah industri kecil 

dengan pinjaman atau kredit 

 Belum adanya kegiatan pendataan institusi yang berperan 

secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan 

Kota Berkelanjutan 

 Belum dilakukan pendataan jumlah pekerja informal 

 Belum terdatanya peserta SJSN – BPJS pekerja informal 

 Belum dilakukan pendataan jumlah Perusahaan yang 

tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) 

 Belum dilakukan pendataan jumlah produk ramah lingkungan 

yang teregister (RG) dan label ramah lingkungan (LB) 

 Belum dilakukan penyusunan dokumen rencana pemanfaatan 

keanekaragaman hayati 

 Belum dilakukan pendataan tindak pidana lingkungan hidup 

sampai dengan P21 

 Belum dilakukan pendataan Jumlah dokumen daftar rencana 

KPBU (DRK) 

 Belum dilakukan pendataan Jumlah proyek skema kerjasama 

pemerintah & badan usaha 

 Belum dilakukan pendataan anggaran domestik yang didanai 

oleh pajak domestik. 

 Belum dilakukan pendataan jumlah kepemilikan sertifikat 

PPID 

 Belum dilakukan pendataan indikator SDGs terpilah yang 

relevan  

 Belum dilakukan pendataan jumlah rumah tangga terlayani 

jaringan pitalebar  

 Terbatasnya akurasi data peserta jaminan kesehatan melalui 

SJSN Bidang Kesehatan 

 Masih rendahnya hasil skrining kebutuhan ber-KB, karena 

masih kurangnya minat/kunjungan PUS untuk konseling KB 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Masih rendahnya hasil skrining korban hukuman fisik 

dan/atau agresi psikologis, karena adanya keengganan 

masyarakat untuk melaporkan 

 Masih lemahnya sistem pengaduan dan penanganan keluhan 

Masyarakat 

 Budaya birokrasi yang lamban dalam pelayanan public 

 Terbatasnya sistem penagihan pajak 

 Update perhitungan IRBI Kab. Tapin belum dilakukan secara 

rutin 

 

B. Isu PB Berdasarkan Perencanaan Strategis 

1) Evaluasi RPJPD Kabupaten Tapin 2005 - 2025 

Permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil 

evaluasi pembangunan jangka panjang daerah Kabu-

paten Tapin tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 

a. Pemerataan hasil pembangunan daerah 

b. Pembangunan ekonomi sektor unggulan 

c. Peningkatan kualitas SDM 

d. Peningkatan tata kelola pemerintahan 

2) RPPLH Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2048 

Isu strategis berdasarkan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatnya alih fungsi lahan 

b. Penurunan kuantitas air 

c. Meningkatnya pencemaran air 

d. Meningkatnya kejadian bencana hidro-meteorologi, 

terutama banjir dan kebakaran hutan/lahan 

e. Belum optimalnya pengelolaan sampah 

f. Pencemaran udara 
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3) KLHS RPJMD Kabupaten Tapin 20218 - 2023 

Isu strategis berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten 

Tapin 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : 

a. Kemiskinan 

b. Kehidupan sehat dan sejahtera 

c. Pendidikan 

d. Pertumbuhan ekonomi 

e. Infrastruktur, industri inklusif dan inovatif 

f. Kota inklusif dan berkelanjutan 

g. Pengelolaan air besih dan sanitasi 

h. Perubahan iklim dan resiko bencana 

i. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan 

ekosistem darat 

4) KLHS RTRW Kabupaten Tapin 2023 - 2042 

Isu strategis berdasarkan KLHS RTRW Kabupaten 

Tapin 2023 – 2042 adalah sebagai berikut : 

a. Konversi lahan dan degradasi sumberdaya alam 

b. Peningkatan bencana 

c. Kualitas dan kuantitas air 

d. Pengembangan agroindustri, pertanian, peternakan, 

perikanan dan perkebunan 

e. Sarana dan prasarana 

f. Pengembangan pariwisata 

g. Ketahanan pangan 

C. Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan 

Hasil Konsultasi Publik 

Berdasarkan hasil konsultasi publik yang dilak-

sanakan pada tanggal 12 September 2023, isu strategis 

kondisi daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut: 
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a. Meningkatnya kejadian bencana hidro-meteorologi, 

terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan  

b. Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur daerah, terutama jaringan jalan, 

penerangan jalan umum, sistem drainase, sistem 

penyediaan air bersih, sistem sanitasi/air limbah 

c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan 

potensi pariwisata 

e. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk 

Kabupaten Tapin 

f. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba 

g. Meningkatnya pencemaran air  

h. Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB 

D. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan 

Sintesa isu pembangunan berkelanjutan dilakukan 

dengan menggabungkan dan mengelompokkan isu 

strategis berdasarkan capaian TPB, kondisi 6 muatan 

KLHS, dokumen perencanaan terkait dan hasil 

konsultasi publik sebagaimana disajikan pada Tabel  8.  
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Tabel  8.  Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin 
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Berdasarkan Tabel  8 tersebut diperoleh 5 isu PB 

strategis di Kabupaten Tapin, yaitu: 

1) Tata Kelola Pemerintahan 

2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 

3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan 

perubahan iklim 

4) Alih fungsi lahan 

5) Pertumbuhan ekonomi/ ekonomi hijau 

E. Analisis Isu Prioritas 

Analisis isu prioritas pembangunan Kabupaten 

Tapin 2025-2045 dilakukan dengan Teknik Pemodelan 

Interpretasi Struktural (Interpretative Structural 

Modelling-ISM). ISM merupakan suatu teknik pemo-

delan yang digunakan untuk menganalisis hubungan 

antar elemen dalam suatu sistem dan memecahkannya 

dalam bentuk grafik berdasarkan tingkat hierarki 

elemen. 

Data analisis ISM berdasarkan pendapat 20 

responden yang merupakan anggota Tim Pokja 

Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 

dengan input isu PB strategis sebagai berikut : 

E1 : Tata Kelola Pemerintahan 

E2 : Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 

E3 : Ketahanan terhadap dampak bencana dan 

perubahan iklim 

E4 : Alih fungsi lahan 

E5 : Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau 

Hasil analisis ISM terhadap elemen isu PB strategis 

disajikan pada Tabel  9, sedangkan kedudukan setiap 

sub-elemen isu PB strategis disajikan pada Gambar  18. 
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Tabel  9.  Reachability Matrix Final Sub Elemen Isu PB Strategis 

Sub 

Elemen 
1 2 3 4 5 

Driver 

Power 
Ranks 

E1 1 1 1 1 1 5 1 

E2 1 1 1 1 1 5 1 

E3 0 0 1 1 1 3 2 

E4 0 0 0 1 0 1 3 

E5 0 0 1 1 1 3 2 

Depedence 2 2 4 5 4   

Level 3 3 2 1 2   

 

 
Gambar  18.  Kedudukan Setiap Sub Elemen Isu PB strategis 

Berdasarkan hasil analisis ISM diketahui bahwa isu 

prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tapin 

2025 – 2045 adalah : 
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1) Tata Kelola Pemerintahan 

2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 

3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan 

perubahan iklim 

4) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau 

5) Alih fungsi lahan 

Pada Gambar  18, dua sub elemen kunci isu PB 

strategis Kabupaten Tapin yaitu E1 (tata kelola 

pemerintahan) dan E2 (pelayanan dasar dan 

sumberdaya manusia) terletak pada kuadran IV 

(independent). Kedua sub elemen kunci tersebut 

mempunyai nilai penggerak yang tertinggi dan nilai 

ketergantungan sangat rendah. Kondisi ini dapat 

diartikan bahwa apabila tata kelola pemerintahan, serta 

pelayanan dasar dan sumberdaya manusia 

ditingkatkan, maka keduanya menjadi penggerak 

positif atau akan meningkatkan kualitas 2 sub elemen di 

kuadran III (linkage) yaitu:  E3 (ketahanan terhadap 

dampak bencana dan perubahan iklim) dan E5 

(Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau). Sementara itu, 

dua sub elemen di kuadran III merupakan penghubung 

antara 2 sub elemen di kuadran IV dengan 1 sub elemen 

di kuadran II. Kondisi ini dapat diartikan bahwa 

perbaikan/peningkatan ketahanan terhadap dampak 

bencana dan perubahan iklim, serta pertumbuhan 

ekonomi/ekonomi hijau dapat mengurangi alih fungsi 

lahan (E4). 
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Bab 5 

Alternatif Skenario dan Rekomendasi 
 

Perumusan alternatif skenario dan rekomendasi 

KLHS RPJPD Kabupaten Tapin 2025-2045 mengacu 

pada hasil analisis capaian indikator TPB tahun 2022, 

proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030 dan tahun 

2045, serta hasil identifikasi permasalahan masing-

masing indikator TPB yang telah dianalisis. 

A. Tanpa Upaya Tambahan 

Skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan 

dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB 

telah mencapai atau melampaui target yang ditentukan, 

dan selanjutnya pencapaian indikator TPB dilakukan 

dengan upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah (business as usual). 

B. Dengan Upaya Tambahan 

Skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan 

dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB 

belum mencapai target yang ditentukan dan untuk 

indikator TPB yang belum/tidak ada data. Skenario 

pencapaian TPB dengan upaya tambahan disusun 

untuk percepatan pencapaian target TPB. Skenario 

optimis dipilih apabila upaya percepatan diproyeksikan 

mencapai target pada tahun 2030, sedangkan skenario 

moderat dipilih apabila upaya percepatan diproyeksi-

kan mencapai target pada tahun 2045. 
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Tabel  10.  Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan 
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Tabel  11.  Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum/Tidak Ada Data 
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Tabel  12.  Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum Mencapai Target 
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Bab 6 

Kesimpulan 
 

1) Daya Dukung Daya Tampung Daerah 

a) Daya dukung lahan permukiman 

Daya dukung lahan permukiman DDLPm 

Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,9 yang 

berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan 

masih mampu menampung penduduk hingga ± 

570.012 jiwa. 

b) Daya dukung pangan 

Daya dukung pangan DDPn Kabupaten Tapin 

tahun 2022 sebesar 2,57 yang berarti termasuk 

dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi 

hingga ± 499.089 penduduk. 

c) Daya dukung air 

Daya dukung air (DDA) Kabupaten Tapin tahun 

2022 sebesar 0,79 yang berarti termasuk dalam 

kategori “buruk/terlampaui”. 

2) Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

a) Indikator TPB yang relevan di Kabupaten Tapin 

terdiri dari 197 indikator TPB kewenangan 

kabupaten ditambah 1 indikator khas kabupaten 

(indikator 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian 

pangan berkelanjutan) 

b) Capaian TPB pilar Pembangunan Sosial 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan 

Sosial yang relevan di Kabupaten Tapin terdapat 

sebanyak 51 indikator TPB (53,13%) mencapai 
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target, 32 indikator TPB (33,33%) belum 

mencapai target, dan 13 indikator TPB (13,54%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan 

hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa 

pada tahun 2030 terdapat sebanyak 48 indikator 

TPB (50%) mencapai target, 35 indikator TPB 

(36,46%) belum mencapai target, dan 13 indikator 

TPB (13,54%) tidak/belum ada data. Sedangkan 

pada tahun 2045 terdapat sebanyak 53 indikator 

TPB (55,21%) mencapai target, 30 indikator TPB 

(31,25%) belum mencapai target, dan 13 indikator 

TPB (13,54%) tidak/belum ada data. 

c) Capaian TPB pilar Pembangunan Ekonomi 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan 

Ekonomi yang relevan di Kabupaten Tapin 

terdapat sebanyak 23 indikator TPB (46%) 

mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum 

mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan 

hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa 

pada tahun 2030 terdapat sebanyak 23 indikator 

TPB (46%) mencapai target, 18 indikator TPB 

(36%) belum mencapai target, dan 9 indikator 

TPB (18%) tidak/belum ada data. Sedangkan 

pada tahun 2045 terdapat sebanyak 25 indikator 

TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB 

(32%) belum mencapai target, dan 9 indikator 

TPB (18%) tidak/belum ada data. 
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d) Capaian TPB pilar Pembangunan Lingkungan 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan 

Lingkungan yang relevan di Kabupaten Tapin 

terdapat sebanyak 13 indikator TPB (41,94%) 

mencapai target, 5 indikator TPB (16,13%) belum 

mencapai target dan 13 indikator TPB (41,94%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan 

hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa 

pada tahun 2030 dan 2045 terdapat sebanyak 13 

indikator TPB (41,94%) mencapai target, 5 

indikator TPB (16,13%) belum mencapai target, 

dan 13 indikator TPB (41,94%) tidak/belum ada 

data. 

e) Capaian TPB pilar Pembangunan Hukum dan 

Tata Kelola 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa terdapat sebanyak 13 indikator TPB 

(61,90%) mencapai target, 3 indikator TPB 

(14,29%) belum mencapai target, dan 5 indikator 

TPB (23,81%) tidak/belum ada data. Selanjutnya 

berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, 

diketahui bahwa pada tahun 2030 dan 2045 

terdapat sebanyak 13 indikator TPB (61,90%) 

mencapai target, 3 indikator TPB (14,29%) belum 

mencapai target, dan 5 indikator TPB (23,81%) 

tidak/belum ada data. 

3) Hasil Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan 

a) Peningkatan tata kelola pemerintahan 

b) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan 

layanan dasar 
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c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

d) Peningkatan ketahanan terhadap dampak 

bencana dan perubahan iklim 

e) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder 
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GLOSARIUM 
 

SINGKATAN PENJELASAN 

ex-ante 

 

KLHS dibuat sebelum KRP selesai 

dibuat atau ditentukan 

ex-post 

 

KLHS dibuat setelah KRP selesai 

dibuat atau ditentukan 

mutantis mutandis 

 

berlaku sama dalam hal 

pelaksananaan 
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SINOPSIS BUKU 
 

Penyusunan “KLHS RPJPD  Kabupaten Tapin 

2025-2045” merupakan pelaksanaan amanat Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini menyoroti 

capaian dan tantangan pembangunan daerah selama 

periode RPJPD 2005-2025 dan memperkenalkan 

kerangka strategis untuk RPJPD 2025-2045 yang 

berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). 

Buku ini membahas analisis daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, capaian indikator tujuan 

pembangunan berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD 

Kabupaten Tapin 2005-2025, dan rumus alternatif 

skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan 

untuk pencapaian indikator TPB pada RPJPD 

Kabupaten Tapin 2025-2045 dengan mempertimbang-

kan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Selain itu, buku ini mengidentifikasi indikator kunci 

yang relevan dalam mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kemajuan 

pencapaian indikator-indikator tersebut. Proyeksi 

capaian TPB hingga 2045 juga disajikan untuk 

memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tapin pada 

masa depan dalam berbagai aspek pembangunan, 
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seperti penyediaan pangan, air bersih, kesehatan, 

pendidikan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. 

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, 

akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen 

terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa 

depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin 

keberlanjutan bagi generasi mendatang. 
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